
BUPATI SIAK 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR l<3 TAHUN 2014 


TENTANG 


NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIAK, 


Menimbang 

m 


a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan perlu dibuat nilai pasar sebagai dasar 
pengenaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan 
batuan; 


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai 
Pasar Sebagai Dasar Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 


Mengingat : 1. 



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902} sebagaimana 
telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
4880); 


2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686); 


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189; 


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3731); 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Batubara Dan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5243); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2010); 


16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PASAR SEBAGAI DASAR 
PENETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 
tambang. 


10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa 
bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta pascatambang. 

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat 
fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batubara. 


BAB II 

NILAI PASAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM 
DAN BATUAN 

Pasal 2 

Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut: 


NO. 

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Nilai Pasar Rp/ M3 

1 . 

Tanah Urug 

5.000,- 

2. 

Pasir 

5.500,- 

3. 

Kerikil 

5.500,- 

4. 

Sirtu 

5.500,- 

5. 

Tanah Liat 

4.500,- 


BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 
2010 tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 






BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


I 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal fVf Cl'pnU 2014 
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BUPATI SIAK 



JJSYAMSUAR Aj f- 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 3 \ QpnL 2014 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


V&1 

S. HAMZAH 


Drs. H 

Pemb 
NIP 



Utama Muda 
J600125 198903 1 


004 


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 




